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ANALISIS TINGKAT PENGUNGKAPAN 

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 

DI INDONESIA 

 

Abstrak 

 

Salah satu kriteria pemberian opini oleh pemeriksa menurut UU No. 

15/2004 adalah adanya kecukupan tingkat pengungkapan. Penelitian 

terdahulu hanya meneliti tingkat pengungkapan secara parsial serta 

belum menggunakan data tahun anggaran 2018. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis tingkat pengungkapan Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018 di Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. 

Instrumen pada penelitian ini mengacu pada SAP berdasarkan PP No. 

71/2010 sebanyak lima belas kriteria wajib yang terdiri dari enam puluh 

sembilan sub kriteria. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder berupa LKPD Provinsi/Kabupaten/Kota tahun anggaran 

2018 sebanyak 542 LKPD dengan teknik pengambilan sampel jenuh 

(saturation sampling). Diperoleh hasil penelitian bahwa tingkat 

pengungkapan di Indonesia masih rendah yaitu sebesar 48,22% dengan 

tingkat pengungkapan tertinggi sebesar 65,22% dan tingkat 

pengungkapan terendah 30,43%. Dari analisis uji beda diperoleh hasil 

bahwa terdapat perbedaan pengungkapan antara LKPD yang 

memperoleh opini WTP dengan WDP, terdapat perbedaan 

pengungkapan antara LKPD yang memperoleh opini WTP dengan 

TMP, tetapi tidak terdapat perbedaan pengungkapan antara LKPD yang 

memperoleh opini WDP dengan TMP. 

Kata Kunci: pengungkapan, opini, LKPD, SAP 

 

Abstract 

 

One of the criteria for giving an opinion by an examiner according to 

regulation Act No. 15/2004 is the adequacy of the level of disclosure. 

Previous research has only examined the level of disclosure partially 

and has not used data for the 2018 fiscal year. This study aims to 

analyze the level of disclosure of Local Government Financial 

Statement (LKPD) for the 2018 fiscal year in Indonesia. This study uses 

a descriptive quantitative approach. The instrument in this study refers 

to Government Accounting Standards (SAP) based on Government 

Regulation No. 71/2010 as many as fifteen mandatory criteria 

consisting of sixty nine sub criteria. The data used in this study is 

secondary data in the form of Provincial/District/City LKPDs for the 

2018 fiscal year as many as 542 LKPDs with saturation sampling 

technique. The results showed that the level of disclosure in Indonesia 
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is still low at 48.22% with the highest level of disclosure of 65.22% and 

the lowest level of disclosure of 30.43%. From the analysis of the 

difference test, it was found that there were differences in disclosure 

between LKPDs that received unqualified opinions and qualified 

opinions, there were differences in disclosures between LKPDs that 

received unqualified opinions and disclaimer of opinions, but there was 

no difference in disclosure between LKPDs that received qualified 

opinions and disclaimer of opinions. 

Keywords: disclosure, opinion, LKPD, SAP 

 

1. PENDAHULUAN 

International Standard on Auditing (ISA) 700 dan 705 menyatakan bahwa salah 

satu kriteria perumusan opini atas laporan keuangan adalah kecukupan 

pengungkapan. Pada audit sektor publik di Indonesia, Pemerintah telah 

menerbitkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2004 dalam penjelasan pasal 16 ayat (1), opini merupakan pernyataan 

profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan 

dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan standar 

akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), 

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem 

pengendalian intern. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 

(empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni opini wajar tanpa 

pengecualian (unqualified opinion), opini wajar dengan pengecualian (qualified 

opinion), opini tidak wajar (adversed opinion), dan tidak memberikan 

pendapat/opini (disclaimer of opinion).  

Salah satu kriteria pemberian opini pada penjelasan pasal 16 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2004 adalah kecukupan pengungkapan (adequate 

disclosures). Standar akuntansi mengharuskan pemeriksa menggunakan dasar 

pengungkapan informasi yang cukup dalam pemberian opini. Pengungkapan 

informasi yang tidak mencukupi pada laporan keuangan sebagaimana diatur dalam 

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) maka pemeriksa dapat mempertimbangkan 

dampak materialitas informasi yang tidak diungkapkan secara cukup tersebut 

(BPK, 2012). Oleh karena itu auditor harus memodifikasi opininya apabila 
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menemukan pengungkapan LKPD yang tidak sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintah (SAP) (Igbal, 2018). 

Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2010 telah mengeluarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 paragraf 53 menjelaskan 

bahwa laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan 

oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat 

ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas 

Laporan Keuangan (CaLK). Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) mencakup 

informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan 

dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan 

untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Penyajian Catatan 

atas Laporan Keuangan (CaLK) mempunyai peranan yang penting yaitu membantu 

pengguna laporan keuangan supaya tidak salah persepsi dengan cara meningkatkan 

transparansi laporan keuangan serta menyediakan pemahaman yang lebih baik atas 

informasi keuangan pemerintah. 

Peraturan Pemerintah Nomor 71/2010 menyebutkan bahwa CaLK disajikan 

secara sistematis. Lembar muka (on the face) yang dimaksud pada kerangka 

konseptual paragraf 53, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), 

Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan 

Perubahan Ekuitas (LPE). Setiap pos dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK dan 

LPE harus memiliki referensi silang dengan informasi yang berkaitan di dalam 

CaLK. Penjelasan atau analisis atas nilai pos-pos yang disajikan dalam LRA, 

LPSAL, Neraca, LO, LAK dan LPE terdapat dalam CaLK. 

Pada pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 diperjelas 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada kerangka konseptual 

paragraf 53 dan 83 menguraikan bahwa kecukupan pengungkapan berisi mengenai 

informasi lengkap yang seharusnya dijelaskan dalam laporan keuangan dan letak 

informasi yang seharusnya disajikan (dalam lembar muka atau di CaLK) karena 

pentingnya informasi yang lengkap bagi para pengguna Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD). Pengungkapan laporan keuangan pemda yang 
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memadai diharapkan benar-benar menjadi bahan pertimbangan khususnya bagi 

pemeriksa (auditor BPK) sebagai salah satu syarat dalam pemberian opini. Melalui 

penelitian ini dapat diketahui perbedaaan pengungkapan laporan keuangan antara 

pemda yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) maupun opini 

selain WTP. 

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) I Tahun 2019 Badan Pemeriksa Keuangan 

Republik Indonesia (BPK RI) menyebutkan bahwa BPK RI telah memeriksa 

sebanyak 542 (100%) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018. 

Dari hasil pemeriksaan BPK RI atas 542 LKPD Tahun 2018, sebanyak 443 (82%) 

LKPD memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sebanyak 86 (16%) 

LKPD memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan sebanyak 13 

(2%) LKPD memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Apabila 

dibandingkan dengan pemeriksaan BPK RI Tahun 2017, kualitas LKPD Tahun 

2018 mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan kenaikan opini Wajar 

Tanpa Pengecualian (WTP) sebesar 6% yaitu 411 (76%) LKPD pada Tahun 2017 

menjadi 443 (82%) LKPD pada Tahun 2018. Berdasarkan tingkat Pemerintahan, 

opini WTP dicapai oleh 32 dari 34 Pemerintah Provinsi (94%), 327 dari 415 

Pemerintah Kabupaten (79%), dan 84 dari 93 Pemerintah Kota (90%). Capaian 

opini tersebut telah melampaui target kinerja keuangan daerah Bidang Penguatan 

Tata Kelola Pemerintah Daerah atau Program Peningkatan Kapasitas Keuangan 

Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan kota yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-

2019 masing-masing sebesar 85% (Provinsi), 60% (Kabupaten), dan 65% (Kota) 

pada tahun 2019. 

Data keberhasilan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi, Pemerintah 

Kabupaten dan Pemerintah Kota meraih opini WTP berbanding terbalik dengan 

sejumlah penelitian sebelumnya mengenai tingkat pengungkapan laporan keuangan 

Pemerintah Daerah di Indonesia sehingga muncul sebuah fenomena yang menarik. 

Penelitian Iqbal (2018) yang bertujuan untuk menilai tingkat pengungkapan dari 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Tahun 2013 hingga Tahun 

2014 yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) memperoleh hasil 

bahwa rata-rata tingkat pengungkapan wajib LKPD bernilai rendah, yakni 53,79% 

pada Tahun 2013 dan 56,14% pada Tahun 2014. Suwarjuwono (2017) meneliti 

tingkat pengungkapan akun persediaan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
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di Jawa Tahun 2014 memperoleh hasil tingkat pengungkapan akun persediaan 

dalam LKPD di Jawa masih rendah (sebesar 40,35%) serta belum sesuai dengan 

SAP. Penelitian ini juga memperoleh hasil bahwa tidak terdapat perbedaan 

pengungkapan akun persediaan antara LKPD dengan opini WTP, WDP, dan TMP. 

Putri (2019) melakukan penelitian mengenai analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan Pemerintah Daerah 

se-Sumatera Barat tahun 2015-2017 memperoleh hasil rata-rata tingkat 

pengungkapan wajib masih rendah sebesar 61%. Hasil dari penelitian-penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa LKPD masih belum memuat pengungkapan yang 

cukup.  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat disimpulkan bahwa 

penelitian terdahulu hanya meneliti tingkat pengungkapan secara parsial atau 

bagian yaitu salah satu akun di dalam neraca, belum ada penelitian tentang tingkat 

pengungkapan secara keseluruhan sesuai dengan kriteria di SAP dengan data LKPD 

Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang menggunakan data LKPD 

terbaru Tahun 2018, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah (1) apakah 

tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia 

Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan kriteria pengungkapan di SAP?, (2) apakah 

ada perbedaan tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

(LKPD) di Indonesia Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Opini Laporan Hasil 

Pemerikasaan (LHP) BPK? 

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) menganalisis tingkat pengungkapan 

dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia Tahun 

Anggaran 2018 sesuai dengan kriteria pengungkapan di SAP, (2) mengetahui 

perbedaan tingkat pengungkapan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

(LKPD) di Indonesia Tahun Anggaran 2018 dengan opini WTP, WDP dan TMP. 

Kecukupan pengungkapan dalam arti yang luas (baik pengungkapan wajib maupun 

pengungkapan sukarela) secara parsial telah banyak diteliti oleh peneliti-peneliti 

sebelumnya. Peneliti tertarik untuk menganalisis secara menyeluruh mengenai 

tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kriteria 

pengungkapan pada PSAP (PP. No 71/2010). 
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2. METODE PENELITIAN 

2.1 Pemilihan dan Pengumpulan Data 

Penelitian ini mengambil objek penelitian seluruh LKPD Provinsi/Kabupaten/Kota 

di Indonesia Tahun 2018. Pada Tahun 2018, terdapat 542 Pemerintah Daerah di 

Indonesia yang sudah menyusun LKPD terdiri dari, 34 LKPD Pemerintah Propinsi, 

415 LKPD Pemerintah Kabupaten, dan 93 LKPD Pemerintah Kota. 

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. 

Penelitian ini mengacu pada SAP sebagai instrumen penelitian pengungkapannya. 

Terdapat 15 bagian pada kriteria pengungkapan  yaitu Informasi Umum, 

Pendapatan-LRA, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), 

Pendapatan-LO, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), 

Belanja, Beban , Kas dan Setara Kas, Piutang, Persediaan, Investasi, Aset Tetap, 

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dan Kewajiban yang terdiri dari 69 sub 

kriteria. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh 

(saturation sampling) yaitu pengambilan sampel jika seluruh populasi digunakan 

sebagai sampel dan tidak ada perubahan karakteristik pada sampel (Sugiyono, 

2017; Sekaran dan Bougie, 2016; Budiarto, 2019). Sampel yang digunakan pada 

penelitian ini adalah LKPD pada 542 Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota 

di Indonesia. Data diperoleh langsung dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

Pusat Jakarta dengan cara pengajuan permintaan data secara resmi melalui website 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPK (e-ppid.bpk.go.id). 

2.2 Metode Analisis Data 

Analisis data menggunakan teknik deskriptif presentase seperti yang digunakan 

oleh Suwarjuwono (2017). Menurut Ritongga (2010) menyatakan bahwa teknik 

deskriptif presentase adalah teknik untuk menghitung tingkat kesesuaian dengan 

cara membuat presentase dari data yang diperoleh kemudian mendeskripsikan data 

tersebut. Pada penelitian ini penghitungan menggunakan cara membagi total nilai 

yang diperoleh (pengungkapan dalam LKPD) dengan jumlah total kriteria 

(pengungkapan dalam PSAP) dikali 100% (Suwarjuwono, 2017). 
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Untuk menentukan tingkat kesesuian pengungkapan LKPD dilakukan dengan 

teknik deskriptif presentase. Prosedur yang dilakukan pada teknik deskriptif 

presentase tersebut adalah (a) menentukan serta menyusun kriteria tingkat 

pengungkapan LKPD pada masing-masing aspek yang telah ditetapkan sesuai 

dengan ketentuan dalam SAP, (b) kesesuaian fakta pengungkapan dalam LKPD 

atas masing-masing aspek dicari, kemudian dilakukan analisis lembar muka laporan 

keuangan (on the face) dengan CaLK, (c) kesesuaian antara aspek dan kriteria 

dengan fakta yang ditemukan diberikan nilai/skor. Menurut Ritongga (2010) 

pemberian nilai/skor untuk menentukan kesesuaian dengan kriteria. Jika fakta 

pengungkapan sesuai dengan kriteria maka diberikan skor 1 sedangkan skor 0 

diberikan untuk fakta tidak sesuai dengan kriteria, (d) total skor yang diperoleh 

masing-masing LKPD dijumlahkan kemudian dipindahkan ke dalam kertas kerja 

rekapitulasi pengungkapan untuk memperoleh presentase tingkat pengungkapan, 

(e) median presentase tingkat pengungkapan dihitung dengan cara menentukan nilai 

tengah antara presentase pengungkapan terendah dengan presentase pengungkapan 

tertinggi, (f) menentukan nilai rata-rata (mean), nilai tengah (median) dan nilai yang 

sering muncul (mode) dari presentase tingkat pengungkapan, (g) distribusi skor 

yang diperoleh dihitung dalam kertas kerja rekapitulasi pengungkapan, (h) 

deskripsi dan interpretasi diberikan atas perolehan skor presentase tingkat 

pengungkapan, (i) melakukan uji beda (Mann-Whitney Test) pada skor presentase 

tingkat pengungkapan yang diperoleh untuk kemudian mendeskripsikan perbedaan 

tingkat pengungkapan antara LKPD dengan opini WTP dengan WDP, WTP dengan 

TMP dan WDP dengan TMP. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia 

Diperoleh hasil bahwa rata-rata tingkat pengungkapan LKPD di Indonesia sebesar 

48,22%. Hasil pengungkapan tertinggi ini diraih oleh Provinsi Sumatera Barat 

dengan opini WTP dan Kabupaten Grobogan dengan opini WTP. Sedangkan untuk 

pengungkapan terendah diraih oleh Kabupaten Keerom dengan opini WTP dan 

mendapatkan hasil sebesar 30,43%. 

Pengungkapan LKPD dengan opini WTP mempunyai rata-rata sebesar 

48,53%. Tidak ada yang mendapat nilai 100% dari semua LKPD dengan opini 
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WTP. Kabupaten Keerom memperoleh nilai pengungkapan LKPD terendah sebesar 

30,43%. Sedangkan LKPD dengan nilai pengungkapan tertinggi yaitu Provinsi 

Sumatera Barat dan Kabupaten Grobogan sebesar 65,22%. 

Pengungkapan LKPD dengan opini WDP mempunyai rata-rata sebesar 

47,25%. Tidak ada yang mendapat nilai 100% dari semua LKPD dengan opini 

WDP. Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten 

Pegunungan Bintang memperoleh nilai pengungkapan LKPD terendah sebesar 

36,23%. Sedangkan LKPD dengan nilai pengungkapan tertinggi yaitu Kota 

Pematang Siantar sebesar 62,32%. 

Pengungkapan LKPD dengan opini TMP mempunyai rata-rata sebesar 

44,26%. Tidak ada yang mendapat nilai 100% dari semua LKPD dengan opini 

TMP. Kabupaten Mappi memperoleh nilai pengungkapan LKPD terendah sebesar 

31,88%. Sedangkan LKPD dengan nilai pengungkapan tertinggi yaitu Kabupaten 

Simalungun sebesar 53,62%. 

3.1.1 Tingkat Pengungkapan Berdasarkan Kriteria 

             Tabel 4. Tingkat Pengungkapan Berdasarkan Kriteria 

No Kriteria Rata-rata 

1 Kas dan Setara Kas 81,13% 

2 Pendapatan-LRA 75,87% 

3 Beban 70,86% 

4 Persediaan 69,18% 

5 Pendapatan-LO 67,17% 

6 Laporan Arus Kas 64,91% 

7 
Laporan Perubahan Saldo Anggaran 

Lebih 
57,82% 

8 Aset Tetap 56,52% 

9 Laporan Perubahan Ekuitas 54,68% 

10 Belanja 46,40% 

11 Piutang 42,56% 

12 Investasi 34,53% 

13 Kewajiaban 18,97% 

14 Informasi Umum 9,34% 

15 Konstruksi Dalam Pengerjaan 4,71% 
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Kas dan setara kas adalah kriteria yang paling sering diungkapkan dalam LKPD 

yaitu sebesar 81,13%, yang berarti bahwa 81,13% Provinsi/Kabupaten/Kota telah 

mengungkapkan kas dan setara kas. Kriteria yang paling jarang diungkapkan adalah 

konstruksi dalam pengerjaan yaitu sebesar 4,71% artinya hanya 4,71% 

Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah mengungkapkan kriteria konstruksi dalam 

pengerjaan. 

3.1.2 Perbedaan Tingkat Pengungkapan LKPD yang Mendapat Opini 

WTP, WDP dan TMP 

Tabel 1. Hasil Uji Beda (Mann-Whitney Test) antara Opini WTP dengan WDP 

Ranks 

 Opini BPK N Mean Rank Sum of Ranks 

Pengungkapan 

WTP 433 265.96 115159.50 

WDP 85 226.61 19261.50 

Total 518   

 

Test Statisticsa 

 Pengungkapan 

Mann-Whitney U 15606.500 

Wilcoxon W 19261.500 

Z -2.225 

Asymp. Sig. (2-tailed) .026 

a. Grouping Variable: Opini BPK 

 

Tingkat pengungkapan LKPD yang memperoleh opini WTP dengan WDP yang 

diuji dengan Mann Whitney memiliki Z sebesar -2,225(sig=0,026), karena sig < 

0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat pengungkapan 

antara LKPD yang memperoleh opini WTP dengan WDP. Untuk Hipotesis pertama 

(H1): Terdapat perbedaan tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah yang beropini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan beropini Wajar 

Dengan Pengecualian (WDP), diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Naopal, Rahayu dan Yudowati (2017). Pada 

penelitian tersebut variabel opini audit memiliki pengaruh positif signifikan 
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terhadap tingkat pengungkapan LKPD tahun 2014-2015. Hal tersebut dapat 

diartikan bahwa semakin tinggi opini audit yang diperoleh maka tingkat 

pengungkapan akan semakin tinggi juga. Opini WTP memiliki tingkat atau nilai 

yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan opini WDP, sehingga tingkat 

pengungkapan LKPD dengan opini WTP tentunya lebih tinggi atau memiliki 

perbedaan tingkat pengungkapan dibandingkan LKPD beropini WDP. Pemerintah 

Daerah yang memiliki opini BPK yang baik berarti memiliki kualitas pelaporan dan 

pelaksanaan keuangan yang baik juga, sehingga cenderung lebih terbuka dalam 

menyampaikan informasi keuangan yang termuat dalam LKPD Pemerintah Daerah. 

Informasi yang termuat pada LKPD tersebut tentunya dengan tingkat 

pengungkapan yang lebih tinggi. 

Tabel 2. Hasil Uji Beda (Mann-Whitney Test) antara Opini WTP dengan TMP 

Ranks 

 Opini BPK N Mean Rank Sum of Ranks 

Pengungkapan 

WTP 433 226.26 97971.00 

TMP 13 131.54 1710.00 

Total 446   

 

Test Statisticsa 

 Pengungkapan 

Mann-Whitney U 1619.000 

Wilcoxon W 1710.000 

Z -2.621 

Asymp. Sig. (2-tailed) .009 

a. Grouping Variable: Opini BPK 

 

Tingkat pengungkapan LKPD yang memperoleh opini WTP dengan TMP yang 

diuji dengan Mann Whitney memiliki Z sebesar -2,621(sig=0,009), karena sig < 

0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat pengungkapan 

antara LKPD yang memperoleh opini WTP dengan TMP. Untuk Hipotesis kedua 

(H2): Terdapat perbedaan tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah yang beropini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan beropini Tidak 

Memberikan Pendapat (TMP), diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil 
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penelitian dari Madelia (2018). Dalam penelitian Madelia (2018) menunjukkan 

bahwa variabel opini audit BPK berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

pengungkapan LKPD. Opini WTP merupakan opini tertinggi yang diberikan 

kepada Pemerintah Daerah. Tentunya hal tersebut dicapai dengan tidak mudah 

karena BPK dari tahun ke tahun terus meningkatkan batasan atau standar dalam 

kecukupan pengungkapan LKPD. Akuntabilitas suatu entitas dapat tercermin dari 

perolehan opini WTP tersebut. Pencapaian opini tersebut harus disusun dengan 

memenuhi kriteria yaitu kesesuian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, 

kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan efektivitas SPI. 

Sedangkan untuk daerah yang memperoleh opini TMP selain terdapat beberapa 

bagian laporan yang dinilai tidak wajar juga dalam segi tingkat pengungkapannya 

rendah serta kurang transparan. Sehingga dari dua opini tersebut yaitu opini WTP 

dan opini TMP memiliki perbedaan tingkat pengungkapan LKPD. 

Tabel 3. Hasil Uji Beda (Mann-Whitney Test) antara Opini WDP dengan TMP 

Ranks 

 Opini BPK N Mean Rank Sum of Ranks 

Pengungkapan 

WDP 85 51.38 4367.50 

TMP 13 37.19 483.50 

Total 98   

 

Test Statisticsa 

 Pengungkapan 

Mann-Whitney U 392.500 

Wilcoxon W 483.500 

Z -1.683 

Asymp. Sig. (2-tailed) .092 

a. Grouping Variable: Opini BPK 

 

Tingkat pengungkapan LKPD yang memperoleh opini WDP dengan TMP yang 

diuji dengan Mann Whitney memiliki Z sebesar -1,683(sig=0,092), karena sig > 

0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan tingkat pengungkapan 

antara LKPD yang memperoleh opini WDP dengan TMP. Untuk Hipotesis ketiga 
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(H3): Terdapat perbedaan tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah yang beropini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dengan beropini Tidak 

Memberikan Pendapat (TMP), tidak diterima. Hasil dari penelitian ini sejalan 

dengan penelitian dari Suwarjuwono (2017) yang memperoleh hasil penelitian 

bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat pengungkapan persediaan antara LKPD 

dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dengan beropini Tidak 

Memberikan Pendapat (TMP). Dalam penelitian Suwarjuwono (2017) 

menyebutkan bahwa kecukupan pengungkapan terkait dengan persediaan belum 

menjadi pertimbangan oleh pemeriksa (Auditor BPK) dalam pemberian opini, serta 

adanya indikasi penyusun CaLK belum memahami ketentuan pengungkapan 

persediaan sesuai dengan SAP dan kebijakan akuntansi beberapa Pemda belum 

secara rinci mengatur tentang pengungkapan persediaan sesuai SAP. Alasan 

pemberian opini WDP pada LKPD Pemerintah Daerah sebagian besar dikarenakan 

tidak dipatuhinya perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar hukum serta 

kurangnya pengungkapan dalam pelaporan yang dapat digunakan BPK untuk 

menentukan diperlukannya koreksi pada LKPD. Hal tersebut juga hampir sama 

terjadi pada LKPD Pemerintah Daerah dengan opini TMP dalam hal tingkat 

pengungkapan yang kurang juga, walaupun untuk daerah yang mendapat opini 

TMP biasanya terdapat laporan yang tidak diyakini kewajarannya. Sehingga untuk 

tingkat pengungkapan LKPD yang mendapat opini WDP dan TMP tidak terlalu 

berbeda atau bisa dikatakan tidak memiliki perbedaan tingkat pengungkapan. 

4. PENUTUP 

Dari pembahasan diatas diperoleh kesimpulan bahwa tingkat pengungkapan LKPD 

Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2018 masih rendah dan 

belum sesuai dengan kriteria pengungkapan pada SAP, karena tidak ada satupun 

LKPD yang melakukan pengungkapan secara penuh atau 100% sesuai dengan 

kriteria yang ditetapkan pada SAP. Hal ini dapat diartikan bahwa seluruh 

pemerintah daerah termasuk dalam kategori belum patuh dalam mengungkapkan 

informasi wajib dalam LKPD. Rata-rata tingkat pengungkapan LKPD adalah 

sebesar 48,22%. 

Berdasarkan analisis uji beda dengan menggunakan Mann-Whitney Test 

diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan pengungkapan antara LKPD yang 

memperoleh opini WTP dengan WDP, terdapat perbedaan pengungkapan antara 
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LKPD yang memperoleh opini WTP dengan TMP, tetapi tidak terdapat perbedaan 

pengungkapan antara LKPD yang memperoleh opini WDP dengan TMP. 

Penelitian ini menggunakan data LHP atas LKPD tahun anggaran 2018 saja 

sehingga tidak ada perbandingan dengan tahun sebelumnya untuk melihat tren atau 

perkembangan tingkat pengungkapan apakah naik atau turun. Penelitian 

selanjutnya dapat menggunakan data LHP atas LKPD selama beberapa tahun untuk 

mengetahui trend tingkat pengungkapan. Penelitian ini menggunakan data sekunder 

saja untuk mengumpulkan data. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan data 

sekunder dengan teknik pengumpulan data lain seperti wawancara dan observasi 

untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat dan mendalam. 
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